KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 /KEPMEN-KP/SJ/2019
TENTANG
PENETAPAN PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN LAMPULO, PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM, DAN PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL SEBAGAI UNIT KERJA
YANG DIBANGUN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona
integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah
birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan, perlu menetapkan unit kerja yang dibangun
menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi
bersih dan melayani;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Lampulo, Pangkalan Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan Batam, dan Pangkalan



Mengingat

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual
Sebagai Unit Kerja yang Dibangun Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Tahun 2019;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4150);

. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan



Menetapkan

KESATU

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 317);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
62 /PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan
dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1852);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENETAPAN PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO,
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN BATAM, DAN PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL
SEBAGAI UNIT KERJA YANG DIBANGUN MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2019.

Menetapkan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Lampulo, Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, dan

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
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Perikanan Tual, sebagai Unit Kerja yang Dibangun Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani Tahun 2019.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Menteri ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun
Anggaran 2019.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 2019

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL
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